PROPINSI

LEMBARAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa untuk mendukung
terselengaranya pelayanan perhubungan
secara optimal kepada para pengguna
jasa perhubungan dalam mewujudkan
pertumbuhan ekonomi, perlu tersedia
dan terpeliharanya sarana dan prasarana
perhubungan dengan melibatkan
partisipasi para pengguna jasa
perhubungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan dalam
huruf a, dan dengan berlandaskan
kewenangan Provinsi disektor
perhubungan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi
Penyelenggaraan Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3480);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992
tentang Penerbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 1992
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3481);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992
tentang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 1992
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3493);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Bangka
Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2003

Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);



7.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
1985 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1985
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3293);

Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
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13.

14.

15.

16.

17.

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3527);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 43
Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3529);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 44
Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1995 tentang Angkutan Udara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3610;

Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 1998 tentang Pemeriksaan
Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 1998
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  3722)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 1998 tentang Pemeriksaan
Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4369);

Peraturan  Pemerintah Nomor 82
Tahun 1999 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 187,



18.

19.

20.

21.

22.

23.

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3938);

Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2000 tentang  Kepelautan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3929);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 12
Tahun 2000 tentang Pencarian dan
Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3907);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 81
Tahun 2000 tentang Kenavigasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 39
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4095);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 56
Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4124);
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